
,. 
5. lamplran V 

6. lampiran VI 
7. lampiran VII 

6. lampiranvm 

9. lampiran!X 

Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk Keselarasan dan 
Keteq>aduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam 
Kemngka Pengelolaan Keuangan Negara; 
Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabalan, 
laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan dengan 
Peratunm Oaerah; 
Daftar Kegiatan-kegiatan Tahun anggaran sebelumnya yang belum 
diselesa!kan dan dlanggarhn kembali dalam tahun anggaran lni; 
Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Oaerah. 

' 

BUPATI KEPULAUAN SIAUTAGULANDANG BIARO 

Pasa16 

Bupa� menetapkan Pe<aturan tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan 
BelanJa Daerah seb&gai Lalldasan Operasional pelaksanaan. 

PERATURAN DAERAH 

KABUPATEN KEPULAUAN SIAU T�GULANDANG BIARO 

NOMOR 13 T AHUN 2011 
PHal7 

Peraturan ifll m l;f be lak _ _. . u • r u p ..... a tanggal d1undangkan. Agar sehap orang mengelahuinya 
l'nemerintahkan pengundangan Peraturan lni dengan menempatkannya dalam Lembaran 
Daerah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro. 

TENTANG 

ANGGARAN PENOAPATAN DAN BELANJA DAERAH 

TAHUN ANGGARAN 2012 

TONI SUPIT 

BUPATI KEPULAUAN SIAU TAGULANOANG BIARO, 
a. bahwa sebagai pelolksanaan kelentuan Pasal 181 ayat (1), Undang· 

Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 
2005 tentang Penelapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang 
Undang Nomor 3 Tahun 2005 lenlang Perubahan Undang-Undang 
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Oaerah menjadi 
Undang-Undang dan lelah diubah kembali dengan Undang-Undang 
Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Alas Undang 
Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, 
Kepala Daerah mengajukan Rancangan Peraluran Daerah tentang 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBO) kepada Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah (OPRD) untuk memperoleh persetujuan 
bersama: 

b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah lentang Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Daerah (APBD) yang diajukan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a, merupakan perwujudan dari Rencana Kerja 
Pemerintah Daerah Tahun 2012 yang dijabarkan kedalam kebijakan 
umum APBD serta priorilas dan plafon anggaran yang telah 
disepakati bersama antara Pemerinlah Daerah dengan Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang 
Biato pad a tanggal 30 Juli 2011; 

c. bahwa berdasarkan pE!rtimbangan sebagaimana dimaksud dalam 
huruf a dan hunlf b, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah 
Kabupaten Kepulauan Slau Tagulandang Blaro . 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI KEPULAUAN SIAU TAGULANOANG BIARO, 

Menimbang 

2011 
Oitetapkan diOndong Slau 
pada langgal 8 1-Vlllllber- 

Diundangkan di Ondong Siau 
pada langgal , NoYeab•r 2011 

'f-AHMUBARAN 

N DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SIAU TAGULANOANG BIARO 2011 NOMOR 

...... ----�----��� 



i 

Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan 
Bangunan (Lembaran Negara Republ,k Indonesia Tahun 1985 Nomor 
68. Tambahan lembaran Negara Nomor 3312) sebagaimana telah 
d1ubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang 
Perubahan Alas Undang-Undang NOffiOf 12 Tahun 1985 tentang 
Pajak Bumi dan Bangunan (lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1994 Nomor62. Tambahan Lembaran Negara Nomor 3569); 

2. Undang-UnclaOQ Nomor 28 Tahun 1999 tentanq Penyelenggaraan 
Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolus! dan Nepotisme 
(lembaran Negara Republ1k Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, 
Tambalian Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3651); 

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 
(Lembaran Negara Republik 1ndonesm Tahun 2003 Nomor 47, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 lentang Perbendaharaan 
Negara (Lembaran Negara Republ1k Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, 
Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 leotang • Pemeriksaan 
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran 
Negara Repubhk Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan 
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republ1k Indonesia Tahun 
2004 Nomor 104. Ta"inbahan lf:mbaran Negara Repubtik Indonesia 
Nomor4421); 

7. Unclang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerinlahan Daerah 
(lembaran Negara Repubhk Indonesia Tahun 2004 Nomor 125. 
Tambahan lembaan Negara Nomor 4437) sebagairnana telah diubah 
beberapa kati lerakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 
tentang Perubahan Kedua Alas Undaog-Undang Nomor 32 Tahun 
2004 tentang Pemerintahan Oaerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara 
Repubhk Indonesia Nomor 4844): 

8. Undang-Undang Nomor 33 Tahon 2004 tentang Perimbangan 
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah 
(Lembaran Negara Republtk Indonesia Tahun 2004 Nomor 126. 
Tambahan lembaran Negara Repubhk Indonesia Nomor 4438); 

9. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2007 lentang Pembentukan 
Kabupaten Kepulauan Siau Tagu1andang Biaro di Provinsi Sulawesi 
Utara (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 17, 
Tambahan lembaran Negara Repubhk Indonesia Nomor 4691): 

10.Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tenlang Majelis 
Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat. Dewan 
Perwak1lan Oaerah, dan Dewan Perwak,lan R.ik.yal Daereb 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomoc 5043); 

11.Undang-Undang NOfflOI" 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan 
Retribusi Oaerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 
Nomor 130. Tambahan Lembaran Negara Repubhk lndone:sia Nomoc 
5049); 



dao 

PH,1,I 2 

(1). Penclapatan Daerah sebaga'imana dimak.sud dalam Pasal 1 terdiri dari. 

(2). Pencl�patan Asli Oaerah sebagaimana dimak.sud pada ayat (1) huruf a terdiri dari 
pendapatan : 

22.Peraturan Oaerah Nomor 4 Tahun 2011 tentan,;i Pok.ok-Pokok 
Pengelolaan Keuangan Oaerah (Lembaran O�rah Kabupaten 
Keputauan Siau Tagulandang Tahun 2011 Nomor 4). 

Rp. 43.167.628.208,00 

Rp. 0,00 

Rp 9.739.666.500,00 

Rp. 346.450.857.810,00 
Rp. 4.682.556.496,00 

Rp. 43 527.828.208,00 

Pasal 1 

MEMUTUSKAN : 

PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENOAPATAN DAN 
BELANJA OAERAH TAHUN ANGGARAN 2012 

BUPATI KEPUlAUAN SIAU TAGULANOANG BIARO 

•• Pajak. Oaerah Rp . 1.343.132.000,00 
b. Retrllusi Oaerah Rp. 2.996.53-4.500,00 
c. Hasll Pengelolaan Kekayaan Oaerah yang 

dipisahkan ""· 300.000.000,00 
d. La!n�in Pendapatan Asli Oaerah yang sah Rp. 5.100.000.000,00 

a. Pendapatan Asli Oaerah 

b. Dana Perimbangan 
c. Lain-lain Pendapatan Oacrah yang 11ah 

Oengan Persetujuan Bersama 

OEWAN.PERWAKllAN RAKYAT OAERAH 
KABUPATEN KEPUlAUAN SIAU TAGUlANOANG BIARO 

a. Penerima.:.n 
b. Pengeluaran Rp. 360 000.000,00 

Jumlah Pembiayaan Netto 

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan 

Anggaran Pendapatan dan Belania Oaerah Tahun Anggaran 2012. sebagai berikut: 
1. Pendapatan Oaerah Rp. 360.873.080.806,00 
2. Belanja Oaerah �. Rp. 404.040.909.014,00 

Surplus f (def1Sit) Rp.( 43.167 .828.208.00) 
3. Pembiayaan Daerah 

Menetapkan 

12 Unclang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembenlukan 
Peraturan PerUndang-Undangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia T1hun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5234); 

13.Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang KedWukan 
Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan 
Rakyat Oaerah (Lembaran Negara Repubhk Indonesia Tahun 2004 
Nomor 90, Tainbahan Lembaran Negara Republik lndonesla Nomor 
4416) sebagaimana telah diubah beberapakati lerakhir dengan 
Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 lerltang Perubahan 
Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 teolang 
Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakllan 
Rakyat oaerah (Lembaran Negara Republik lhdOnesia Tahun 2004 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4712); 

14 Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana 
· Perimbangan (Lembaran Negara Repubhk Indonesia Tahun 2005 
Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Nomor -4575); . 

15.Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Ststern 
rnformasi Keuangan Oaerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4576) 
�:t.::galmana telah diubah dengan Peraturan Pemermtah Nomor 65 
Tahun 2010 ten1ang �erubahan Alas Peraturan Pemerinlah Nomor 56 
Tahun 2005 tentano Sistem lnformasi Keuangan Oaerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155): 

16 Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada 
· Oaerah (Lembaran Negara Repubhk. lnclone1ia Nomor 139, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577); 

17.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tenlang Penge_lolaan 
Keuangan Oaeral'I (Lembsran Ni!Q8'8 Republik lhdot\eSli Tdhun 2005 
Nomor 140. Tambahan Lembaran Negara Repubhk. Indonesia Nomor 
4578): 

18 Peraturan Pemerlntah Nomor 71 Tahon 201� tentang. Standar 
Akuntansi Pemerinlah (Lembaran Negara Repubhk Indonesia Tahun 
2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5165); 

19.Peraturan Menteri Oalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 te�tang 
Pedoman Pengelolaan Keuangan Oaerah sebagaimana telah dtubah 
dengan Peraturan Menteri Oatam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 
tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Oalam Negeri Nomor 13 
Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Oaerah dan 
telah diubah kembali dellQan Peraturan Menleri Datam Negeri Nomo� 
21 Tahun 2011 tentang Perobihaii Kedua Alis Pefitur3n Menten 
oa1am Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan 
Keuan9an Daerah; . 

20.Peraturan Menteri Oalam Negeri NomOf 15 Tahun 2006 lentang Jems 
dan Benluk Produk Hukum Oaerah; 

21.Peraturan Menteri Oalam Negeri Nomor 22 Tahun 2011 tenlang 
Pedoman Penyusurian APBD Tahun Anggaran 2012; 



Rincian APBO mel'lUrul urusan Pemerinlahan Daerah. Organisasi 
SKPD. Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan: 
Rekapitulasi Belanja menurut urusan Pemerintahan Daerah. 
Organisasi SKPO, Program dan Kegiatan: 

Rekapitulasi Belanja Oaerah unluk keselarasan dan keterpaduan 
Urusan Pemenntahan Oaerah dan fungsl dalam kerangka 
pengelotaan Keuangan Negara: 
Oaftar jumlah pegawai P:61' Golongan dan per Jahalan; 
Daftar Piutang Oaerah: 
Oaftar Penyertaan Modal (lnvestasi) Daerah; 
Oaftar Peficiraan Penamhahan dan Pengurangan Asel Tetap 
Oaerah; 
Daftar Peficiraan Penambahan dan Pengurangan Asel Lainnya; 
Oaftar Keglatan-keglata,n Tahun Anggtlran sebclumnya yang belum 
disetesaikan dan dianggarkan kembali dalam Tahun Anggaran lnl; 
Daftar Dana Cadangan Daerah; 
Oaltar Pinjaman Oaerah dan Obligesi Oaerah 

12.lampiran XII 
13.Lampiran XIII 

10.Lampiran X 
11.Lampiran XI 

6. Lampiran VI 
7. Lampiran VTI 
8. Lamplran VIII 
9. Lampiran IX 

3. Lampiran rrr 

4. Lampiran IV 

5. Lamplran V 

Pasa1 5 
Uraian lebih 1anjut Anggaran Pendapalan dan Belanja Oaerah sebagaimana dimaksud 
da� P,1sal 1 tercantum dalam Lampiran yang: merup,1kan bagian yang tidilk te,pisahkan 
dari Peraturan :oaerah ini, terdiri dari : 
1. Lampiran I Ringkasan APBD; 
2. Lampiran 11 Ringkasan APBO menurut Urusan Pemerinlahan Oaerah, 

Organisasi SKPO; 

(2). Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis 
pemblayaan : 
a. S1LPA Tahun Anggaran sebe!umnya sejumlah Rp. ,4),527.828.208.00 
b. Pencairan Dana Cadangan sejumlah Rp. 
c. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang diplsahkan Rp. 
d. Penerimaan Pinjaman Oaerah seiumlah Rp. 
e. Penerima,an Kembali Pemberian Pinjaman sejumlah Rp. 
f. Penerimaan Piutang Oaerah sejumlah Rp. 

(3). Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hurur b terdifi darl jenis 
pembiayaan : 
a. Pen'lbentukan Dana Cadangan sejumlah Rp. 
b. Penyertaan Modal (lnves!asi) Pemerintah Oaerah sejumlah Rp. 360.000.000.00 
c. Pembayaren Pokok Utang sejumlah Rp. 
d. Pemberian Pinjaman Oaerah sejum_lah Rp. 

Pasal 4 
(1). Pembiayaan Oaerah sebagaimar1a dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari: 

a. Penerimaan sejumlah . Rp. 43.521.828.208.00 
b. Pengeluaran sejumlah Rp. 360.000.000,00 

l 

I 
I 

·I 
I 

Rp. 18.461.416.500.00 

Rp. 75.415.704.565,00 

Rp. 123.669.843.772.00 

Rp. 
Rp. 
Rp. 4 682.556.496.00 

Rp. 294.321.073.000,00 

Rp. 39.022.590.000,00 

Rp. 13.107.194.810,00 

Belanja Langsung sebageimana dinaksud pada ayat (1) huruf b lerdiri dari jenis 

belanja: 
a. Belanfa Pegawai sejumlah 
b. Belanja- Belanja Barang: dan Jasa sejumlah 

c. Belanja Modal sejumlah 

belanja: 
,. Belanja Pegawai sejumlah Rp.164.412.194.177,00 

·- Belanja Sunga sejumtah Rp. 

c. Belanja Subsidi sejumlah Rp. 

d. Belanja Hibah sejumlah Rp. 3.990.000.000,00 

Belanja Bantuan Sosiat sejumlah Rp. 1.791.750.000,00 e. 
f. Belanja Bagi Hasil sejumlah Rp. 

Belanja Bantuan Keuangan sejumlah Rp. 15.300.000.000,00 
9- 

1.000.000.000.00 
h. Belanla Tidak Terduga sejumlah Rp. 

Pasal 3 

Belanja Oaerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari : 

a. Belanja Tidak Langsung Rp. 186.493.94,4,177,00 

h. Belanja Langsung Rp. 217.546.964.637,00 

Belan}a rtdak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a lerdiri darl Jenis 

d. Dana Penyesuaran dan Otonomi Khusus Rp. 

e. Bantuan Keuangan dari Propinsi - 
atau dari Pemerintah Oaerah lainnya Rp. 

a. Hihah 
b. Dana Oarural 
c. Dana Bagi Hasil Pajak 

a. Dana Bagi HasU 
b. Dana Alokasi Umum 
c. Dana Alokasi Khusus 

(3). 

(2). 

(1). 

c4). Lain-lain Pendapatan Oaerah yang sah sebaga11T1ena dimaksud pada ayat (1) huruf c 
terdiri dari jenis penclapatan : 

(3) Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dart jenis 

pendapat�n : 



. ..• ' .. 

Pasa'I 6 
Bupati menetapkan Peraturan tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Oaerah sebagai Landasan Operasiohal pelaks�naan APBD. 

Pasal 7 
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang 
mengetahuinya, memerintahkan pengundangan deng3n penempatannya dalam Lembaran 
Oaerah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro. 

Oitetapkan di Ondong Siau 
pada langgal JO Oesember 2011 

Diundangkan di Ondong Siau 
pada t I 30 Oesember 2011 

�/UlL!D�AERAH, 

LEMBARAN OAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SIAU TAGULANOANG BIARD 
TAHUN 2011 NOMOR .. .1 .3 


